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 WILAYAl KEMENTERIAN AGAMA
SULAWESI BARAT

LA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
y 'PROVINSI SULAWES| BARAT,

bahwn dalam rangka pelaksanaan keteniuan Pasal 8 ayat (2}

Peraturan  Menteri  Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
ﬁnyelcnggman Pendidikan Madrasah, perin memberikan 1zin
aperasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;

bnhwa dalam rangka meningkalkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
scsuai dengan standar nasional pendidikan;

_ bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
vang telah ditetapkan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
{entang Pemberian  lzin  Operasional Pendirian  Madrasah
Tsanawiyah Khatibul Uinam Kurma Kabupaten Polewali Mandar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Ly
2003 Nomor 78, Tamibahan Lembaran Negara Republik Indonesia :
Nomor 4301});

_ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang St
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indc
Nomor 4496) sebagaimana telah diubi |
vemerintah Nomor 32 Tehun 001°

Peraturan Pemerintah Nomor
3 ‘.q'

2013 Nomor 71, Taw
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sevintah Nomor 17 Tahun A010 tentang Penpeiolaarn
Jenggmraan  Pendidikun (Lembaran Negars Repubiik

un 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negn! #
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raturar Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 fentong
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dan Peoyelenggnroan Pendicdilenn (Lemtbaan
nor |12, Tambahan

Indonesia Tahun 2010 Nov

L ~ Lembarar ‘Negara Repuhiik Indonesin Nomor 5157),
. : B Peraturan Menten Pendidilkan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
= Sarana dan Prasarana Unmik Sekolah Diarnr / Madhasah
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Tstidesval, Sckolah Mepengah Pertamn / Madvasah Tuanmwiynb,
dun Sekolah Menengah AasMady asah Aliyah,

9 Peraturan Menten Pendidikon Nastonal Nomor 15 Tahun 2010
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IRIAN MADRASAH

OPERASIONAL PEND R PATEN

IKILSATL v izin 'nperasionnl pendirian madrasah kepnda
~ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fivss
I & bagian tidak terpisahkan dari Keputusan i
KIEDUA 3
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Menyampaikan laporan perkembangan Madrasabh ktP-"‘.'j“'
Kepala Kantor Kemenlerian Agama vang memuat paling
soedikit perlicembangan jumlah peseria didik, pclaksanaamn
n kurikulum, pelaksannan pementuhan standar saraﬂn
i prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenagn kependidilkan, dan/atau
b Mengajukan pendalaran visitasi akreditasi
sckalah/madrasah  leepada BAP-S/M sesuai kelentuan
peraturan perundang-undangan

KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksul
dalam Diktum KEDUA huruf a dimlai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atan
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah schagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standay
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimalksud dalam Diktum KESATU dicabut

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 4 Desember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI BARAT
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